BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil simpulan antara
lain :

1. Pertimbangan Hakim dalam perkara PTUN Nomor
27/G/2016/PTUN/PDG  terhadap  penyelesaian  sengketa  pebebasan
sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Pasaman Barat adalah :

a. Hakim menyimpulkan bahwa bukti-bukti dari Tergugat tidak relevan.

b. Dari aspek prosedur telah terbukti penerbitan objek sengketa ini cacat
yuridis

c. Berdasarkan pertimbangan hukum maka terhadap gugatan yang
diajukan oleh penggugat dikabulkan untuk sebagian.

2. Konsekuensi Hukum Dalam Pembebasan Sementara Dari Jabatan
Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman
Barat Dalam Perkara PTUN Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG, antara lain :
a. Nofdinal Yefri di mutasi jabatan yang sudah ditetapkan keputusan

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:
821/51/BUP-PASBAR/2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan posisi
jabatan atau tempat tugas lama : Fungsional Umum pada Badan

Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat ke jabatan atau
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tempat tugas baru : Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

b. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim pada Perkara Nomor
27/G/2016/PTUN/PDG mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016
Tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si sebagai

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat.

B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara
lain sebagai berikut :

a. Agar Bupati Pasaman Barat sebagai Kepala Daerah melakukan tindakan
yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam aturan hukum
seperti Peraturan Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
178 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik.

b. Agar Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas dengan transparan sesuai
SOP yang berlaku dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
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